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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. PROFIL PD. BPR BKK KARANGMALANG SRAGEN  
1. Sejarah berdirinya PD. BPR BKK Karangmalang 
Bank BPR BKK Karangmalang pada mulanya bernama Badan Kredit 
Kecamatan (BKK) Karangmalang yang modal awalnya berupa pinjaman 
dari APBD Jawa Tengah yang disahkan pada tanggal 28 oktober 1974 
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan bunga 12% per tahun 
dengan jangka waktu 5 tahun yang merupakan Proyek Officer Jawa 
Tengah atas kuasa Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah. Modal tersebut diatas telah lunas pada tanggal 20 
Maret 1979. 
Kemudian dengan dikeluarkannya Perda II tahun 1981 meningkat 
statusnya menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD). 
Tanggal 8 Oktober 1991 Badan Kredit Kecamatan Karangmalang dirubah 
statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang. 
PD. BPR BKK Karangmalang adalah sebuah Lembaga Keuangan 
yang bergerak dalam bidang Perbankkan dengan kegiatan menghimpun 
dan menyalurkan dana, dari dan untuk masyarakat sesuai dengan Undang-
Undang No. 7 tahun 1992 dan telah disempurnakan menjadi Undang-
Undang No.10 tahun 1998, dengan status Badan Usaha Milik Daerah, ijin 
Menteri Keuangan No. Kep/486/KM.13/1991 tanggal 8 Oktober 1991. 
Pada awal berdirinya hanya menempati sebuah ruangan kecil masih 
menjadi satu tahap dengan kantor kecamatan Karangmalang dengan fokus 
pelayanan kepada pedagang tradisional dan petani, namun sejalan dengan 
berkembangnya usaha progresif hingga tahun 1985 (11-06-1985) dapat 
menempati gedung paket dari propinsi dan pada tahun 2005 dapat 
menempati sebuah gedung yang representatif. 
2. Kegiatan Usaha 
Dalam menjalankan fungsinya, PD. BPR BKK Karangmalang 
melakukan kegiatan menghimpun dana (simpanan) dari masyarakat dan 
kemudian menyalurkan dana (pinjaman) tersebut kepada masyarakat yang 
membutuhkan dana. 
Kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh PD. BPR BKK 
Karangmalang menghasilkan beberapa produk dan pelayanan bagi 
masyarakat, antara lain: 
a. Kredit 
 Berikut adalah jenis jasa kredit yang disediakan PD. BPR BKK 
Karangmalang kepada masyarakat 
1) Kredit pegawai 
Kredit pegawai diperuntukan bagi pegawai guna lebih 
memberdayakan penggunaan gaji secara lebih baik serta 
bermanfaat, dengan jangka maksimal 60 bulan. 
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2) Kredit Umum 
  Kredit umum diperuntukan bagi pengusaha kecil dan 
menengah di bidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa 
guna pengembangan usahanya. 
3) Kredit Musiman 
Kredit musiman diperuntukkan bagi petani pengolah lahan 
pertanian dengan jangka waktu maksimal 6 bulan. 
4) Kredit Kelompok 
Kredit kelompok diperuntukkan bagi kelompok masyarakat 
yang memiliki usaha tertentu dalam mengembangkan usahanya. 
5) Kredit Rekening koran  
Kredit rekening koran diperuntukkan bagi pengusaha yang 
ingin menambah modal dan memiliki usaha tetap, realisasi 
kreditnya mulai dari Rp 50 juta. 
6) Dana Talangan Haji 
Dana talangan haji diperuntukkan bagi masyarakat atau 
nasabah yang ingin mewujudkan rencana ibadah haji, dengan 
melakukan cicilan pembayaran ke bank. 
7) Kredit KPRS  
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Kredit KPRS diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah 
yang berpenghasilan rendah dibawah Rp 2,5 juta dengan suku 
bunga rendah. 
 
b. Simpanan 
 Bermacam-macam jenis jasa simpanan yang disediakan PD. BPR 
BKK Karangmalang kepada masyarakat. 
1) Tabungan TAMADES 
  Tabungan  TAMADES ini diperuntukan masyarakat umum 
agar dana simpanan memberikan manfaat yang maksimal, 
berhadiah diundi setahun sekali. 
2) Tabungan Wajib 
Tabungan wajib diperuntukan bagi masyarakat yang 
memanfaatkan jasa kredit. 
3) Deposito 
    Deposito yaitu, simpanan dengan keterikatan masa dana 
berjangka waktu tertentu, agar investasinya aman dan 
memberikan hasil yang menguntungkan. 
    Tingkat perkembangan selama tiga tahun terakhir di lihat dari 
peningkatan nasabah atau masyarakat yang melakukan realisasi 
kredit dan besarnya jumlah kredit yang diberikan untuk realisasi 
kredit adalah sebagai berikut : 
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a) Tingkat nasabah dan masyarakat yang melakukan 
realisasi kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang :  
Tabel 1. 1 
Tingkat peminjam kredit 
 
Tahun Jumlah (orang) 
2007 16.766 
2008 20.966 
2009 23.440 
 
                                   Sumber : Data BPR BKK Karangmalang 
 
b) Kredit yang diberikan untuk masyarakat dan nasabah PD. 
BPR BKK Karangmalang : 
Tabel 1. 2 
Tingkat kredit 
 
                         
Tahun Jumlah (Ribuan Rp) 
2007 Rp. 134.340.303 
2008 Rp. 155.227.325 
2009 Rp. 172.735.240 
   
            Sumber: Data BPR BKK Karangmalang 
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3. Struktur organisasi 
Struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 
perusahaan untuk pembagian tugas dan tanggungjawab serta wewenang 
dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan agar tidak terjadi 
kesimpangsiuran dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang 
baik akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional perusahaan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah bagan struktur 
organisasi pada PD. BPR BKK Karangmalang : 
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Kantor kas 
SKAI  : Satuan Kerja Audit Intern. 
AO : Account Officer 
KPO  : Kantor Pusat Operasional 
Pimpinan 
cabang 
 
Kantor kas 
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4. Deskripsi jabatan 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 148 tahun 2008 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 
2008 tentang Perusahaan Daerah BPR BKK (PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen) Provinsi Jawa Tengah, berikut ini adalah uraian 
tugas jabatan yang ada pada PD. BPR BKK Karangmalang: 
a. Dewan Pengawas 
Dewan Pengawas, mempunyai tugas menetapkan kebijakan 
umum yang digariskan oleh pemegang saham, melaksanakan 
pengawasan pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen. 
b. Direksi 
Direksi mempunyai tugas pembinaan serta pengendalian terhadap 
Bidang / Biro, Sub bidang, Kantor pusat operasional (KPO), Cabang, 
Cabang Pembantu, dan Kantor kas berdasarkan azas keseimbangan 
dan keserasian. 
c. Staff Ahli 
 Staff Ahli mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Staff Ahli Direksi melaksanakan tugas-tugas yang diminta         
oleh Direksi sesuai dengan keahliannya. 
Gambar 1.1 
Struktur Organisasi PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen 
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2) Staff Ahli Dewan Pengawas melaksanakan tugas yang 
diperintahkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan 
keahliannya. 
d. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 
Satuan Kerja Audit Intern mempunyai tugas: 
1) Melakukan penilaian yang Independen atas setiap kegiatan 
yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan 
yang ditetapkan oleh manajemen PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen. 
2) Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan 
memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran 
organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif. 
e. Bidang Umum 
Bidang umum mempunyai tugas merencanakan, 
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta 
melaporkan penyelenggaraan kegiatan administrasi, hukum, 
organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan 
personalia, dan pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen. Bidang Umum terdiri dari: 
1) Sub Bidang SDM dan Sekretariat 
Sub Bidang SDM dan Sekretariat mempunyai tugas 
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 
mengevaluasi pelaksanaan bidang administrasi, evaluasi 
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pengelolaan kepegawaian serta melaporkan penyelenggaraan 
kegiatan bidang kesekretariatan, pengelolaan personalia, hukum, 
organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, dan 
pengelola perlengkapan PD. BPR BKK Karangmalang Sragen 
serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya. 
2) Sub Bidang perencanaan, pelaporan dan TI 
Sub Bidang perencanaan, pelaporan dan TI sebagaiman 
dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
perencanaan, evaluasi pemasukan data elektronik serta 
melaporkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem 
Teknologi Informasi. 
3) Sub Bidang Akuntansi 
Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan 
pengkoordinasian kegiatan pemasukan dan pengeluaran data serta 
melakukan penerimaan dan pembukuan dari cabang dan bidang 
lain. Fungsi Bidang Akuntansi adalah: 
a) Mengkoordinasikan dan mengarahkan  
b) Penelitian kebenaran laporan kas harian. 
c) Penghitung Rasio Likuiditas Bank. 
d) Menyusun Laporan Keuangan Bank 
f. Bidang Kredit 
Bidang Kredit mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan 
yang berhubungan dengan pemberian kredit, penagihan, 
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pengadministrasian dan pemantauan kolektibilitas. Bidang Kredit 
terdiri dari: 
 
1) Sub Bidang Pengawasan Kredit 
Sub Bidang Pengawasan Kredit mempunyai tugas melakukan 
koordinasi kegiatan pengawasan penyaluran kredit, pengelolaan 
dan penyelesaian kredit bermasalah. 
2) Sub Bidang Penyaluran / Account Officer  
Sub Bidang penyaluran / account officer mempunyai tugas 
melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah. 
g. Bidang Dana 
Bidang Dana mempunyai tugas melakukan usaha dan koordinasi 
pengembangan dana dan pembinaan hubungan nasabah PD. BPR 
BKK Karangmalang Sragen serta menjaga likuiditas Bank. Bidang 
dana terdiri dari: 
1) Sub Bidang Kas 
  Sub Bidang Kas mempunyai tugas melakukan koordinasi 
kegiatan-kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang. 
2) Sub Bidang Penghimpun Dana 
  Sub Bidang Penghimpun Dana mempunyai tugas 
mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penyerahan dana masyarakat. 
h. Pemimpin Kantor Pusat Operasional (KPO) 
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Pemimpin Kantor Pusat Operasional mempunyai tugas dan 
bertanggung jawab untuk mengawasi operasional perusahaan. 
Pemimpin Kantor Pusat terdiri dari: 
 
1) Seksi Pelayanan 
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melayani hal-hal yang 
sifatnya umum, seperti pembayaran PDAM, listrik dan telepon, 
pajak, dll. 
2) Seksi Pemasaran 
Seksi Pemasaran Mempunyai tugas melayani nasabah yang 
akan menyimpan dananya dalam bentuk tabungan maupun 
deposito serta melayani nasabah yang ingin mengajukan kredit. 
i. Pemimpin Kantor Cabang 
Pemimpin kantor cabang mempunyai tugas yaitu: 
1) Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang 
sehat dan menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan 
ketentuan dan target dalam rangka mencapai pertumbuhan 
yang ditetapkan. 
2) Mengendalikan Non Performing Loan (NPL) hingga batas 
yang sehat tanpa meninggalkan hubungan baik dengan nasabah 
4) Memastikan dokumen pengikatan kredit telah memenuhi 
syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak 
dari segi nilai, kualitas maupun likuiditasnya. 
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5) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau berkala 
lainnya. 
6) Memastikan semua transaksi dicatat sesuai dengan kebijakan 
akuntansi perusahaan sehingga dapat dihasilkan laporan 
keuangan yang wajar. 
7) Memberikan perintah dan wewenang kepada bawahannya yang 
berhubungan dengan kegiatan operasional PD. BPR BKK 
Karangmalang tersebut. 
8) Memberikan laporan secara berkala kepada kantor pusat. 
5. Fasilitas Pendukung 
Untuk mendukung aktivitas operasionalnya, sarana yang dimiliki 
perusahaan antara lain: gedung yang nyaman dan memadai, mobil dan 
sepeda motor sebagai sarana trnasportasi, serta didukung dengan sistem 
jaringan yang berbasis komputer (computerize system). Selain itu, 
perusahaan juga memiliki kantor cabang di berbagai daerah Untuk 
memperluas usaha dan dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah 
khususnya di wilayah Sragen antara lain: 
a. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen kota 
b. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Kalijambe 
c. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Gemolong 
d. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Tangen 
e. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Gondang 
f. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Masaran 
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g. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Jenar 
h. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Plupuh 
i. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Sidoharjo  
j. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Kedawung 
k. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Sambirejo 
l. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Sukodono 
m. PD. BPR BKK Karangmalang Cabang Miri 
6. Sumber Daya Manusia 
Manusia sebagai sumber paling penting bagi perusahaan. Manusia 
merupakan investasi perusahaan yang akan menentukan keberhasilan 
tujuan perusahaan, selain sumber di bidang financial. Oleh karena itu 
pengembangannya sangat mutlak diperlukan guna mengimbangi pola 
perkembangan jasa dan pelayanan di bidang perbankkan. 
Dukungan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan pusat dan 
cabang saat ini adalah: 3 orang Dewan Pengawas, 2 orang Direktur, 186  
orang karyawan tetap, dengan rata-rata pendidikan lulusan perguruan 
tinggi. 
B. Latar Belakang Masalah 
Dengan berkembangnya kegiatan perekonomian atau berkembangnya 
usaha – usaha perdagangan baru, maka diperlukan sumber – sumber sarana 
penambah modal guna membiayai kegiatan peluang bisnis yang semakin 
berkembang. Adanya kondisi peluang bisnis yang semakin berkembang, 
mendorong masyarakat untuk lebih berfikir kreatif dan inovatif guna 
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memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya 
mengandalkan kebutuhan hidup satu sumber melainkan membuka kegiatan 
peluang bisnis baru untuk menambah penghasilan, sehingga dalam hal ini 
modal dana kredit memegang peranan penting. Oleh karena itu hubungan 
antara pertumbuhan peluang bisnis dengan kegiatan perkreditan mempunyai 
hubungan yang sangat erat. 
Kegiatan perkreditan merupakan salah satu usaha yang telah dikenal 
secara luas oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan salah 
satu usaha lembaga keuangan bank yang dilakukan untuk menghimpun dana 
dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum dan nasabah yang 
membutuhkan kredit. Kredit merupakan sumber utama penghasilan bank. 
Untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam kegiatan perkreditan, 
biasanya bank memerlukan suatu sistem perkreditan. Sistem perkreditan yang 
baik akan membantu pelaksanaan operasional bank secara efektif dan efisien, 
serta untuk mengendalikan timbulnya kredit bermasalah dan kredit macet. 
Sistem perkreditan mempunyai arti penting karena nantinya akan menjadi 
faktor yang sangat menentukan terhadap tingkat pertumbuhan kredit pada 
suatu bank. 
Menurut Mulyadi (2001 : 3) sistem adalah sekelompok unsur yang erat 
berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama – sama untuk 
mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian 
umum mengenai sistem sebagai berikut :  
1. Setiap sistem terdiri dari unsur – unsur. 
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2. Unsur – unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 
bersangkutan 
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 
4. suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 
Salah satu tujuan sistem perkreditan adalah menjaga kekayaan 
perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang. Kredit merupakan produk 
dan layanan yang dimiliki oleh bank. Setiap realisasi kredit yang diberikan 
kepada masyarakat bank mempunyai resiko terjadinya kredit macet. Oleh 
sebab itu, bila sistem perkreditan terganggu dengan adanya kredit bermasalah 
maupun kredit macet, maka perputaran uang di bank akan terganggu. 
PD.BPR BKK Karangmalang adalah sebuah Lembaga Keuangan yang 
bergerak dalam bidang Perbankan dengan kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana, dari dan untuk masyarakat sesuai Undang – undang No.7 
tahun 1992 dan telah disempurnakan menjadi Undang – Undang No. 10 tahun 
1998 dengan status Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan 
perkembangan usaha mulai 1 september 2006 diadakan penggabungan usaha 
(Merger) 13 
PD.BPR BKK Kabupaten Sragen menjadi PD.BPR BKK Karangmalang 
sesuai dengan keputusan Deputi Gubernur BI No.8/9 KEP.DpG/2006 dan 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.503/63/2006.   
PD.BPR BKK Karangmalang Sragen dalam melakukan kegiatan 
perkreditan dan simpanan dituntut untuk memenuhi kebutuhan dana 
masyarakat. Kredit yang diberikan kepada masyarakat dan nasabah meliputi 
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kredit pegawai, kredit umum, kredit musiman, kredit kelompok. Kredit 
pegawai dan kredit umum lebih banyak dipilih masyarakat dan nasabah 
sebagai sumber modal kegiatan bisnis. 
Kredit pegawai, merupakan kredit yang diperuntukkan bagi pegawai 
guna lebih memberdayakan penggunaan gaji secara lebih baik serta 
bermanfaat dengan jangka maksimal 120 bulan, kredit pegawai aktif 
pelunasannya melalui sistem potong gaji sehingga kemungkinan kecil tidak 
terdapat kredit macet. 
Kredit umum, merupakan kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha 
kecil dan menengah dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa guna 
pengembangan usahanya. Kredit umum pelunasannya melalui angsuran yang 
sudah disepakati sebelum realisasi kredit dengan jaminan surat berharga 
sebagai syarat untuk dapat melakukan pinjaman di bank. Kredit umum 
mempunyai potensi yang sangat tinggi mengalami kemacetan dibandingkan 
jenis kredit lain, hal tersebut disebabkan jaminan kredit dapat dipindah 
tangankan tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, meskipun sudah di atas 
perjanjian kesepakatan kredit. Hal ini harus diantisipasi oleh bank agar 
tingkat kredit macet dapat di turunkan. Prosentase kredit macet selama tiga 
tahun pada PD. BPR BKK Karangmalang Sragen yaitu tahun 2007 
prosentasenya sebesar 3,6 %. Sedangkan tahun 2008  prosentase kredit macet 
mengalami kenaikan sebesar 3,8 % dan tahun 2009 terjadi penurunan kredit 
macet sebesar 2,8 %. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian pada PD.BPR BKK Karangmalang Sragen dengan 
mengambil judul ’’ EVALUASI SISTEM PEMBERIAN DAN 
PELUNASAN KREDIT UMUM PADA PD. BPR BKK 
KARANGMALANG SRAGEN ’’ .  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk memudahkan 
pembahasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah sistem pemberian dan pelunasan kredit umum pada 
PD.BPR BKK Karangmalang Sragen. 
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem pemberian dan pelunasan 
kredit umum pada PD.BPR BKK Karangmalang Sragen. 
D. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dikumpulkan bahwa 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui sistem pemberian dan pelunasan kredit umum pada PD.BPR 
BKK Karangmalang Sragen. 
2. Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan sistem pemberian dan pelunasan 
kredit umum pada PD.BPR BKK Karangmalang Sragen. 
E. Manfaat Penelitian 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi. 
1. Bagi perusahaan  
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukkan 
dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan sistem kredit umum pada 
PD. BPR BKK Karangmalang Sragen. 
2. Bagi pembaca 
Dapat digunakan sebagai referensi bacaan dan informasi penyusunan 
tugas akhir, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 
penelitian yang sama atau dengan tema yang sejenis. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian sistem dan prosedur 
Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen – komponen 
yang saling berkaitan atau subsistem – subsistem yang bersatu untuk, 
mencapai tujuan yang sama (Romey, 2001 : 1). Pengertian sistem 
menurut Mulyadi (2001 : 5) adalah jaringan yang dibuat menurut pola 
yang terpadu untuk melaksanankan kegiatan pokok perusahaan. 
Sedangakan pengertian sistem menurut Moscove seperti yang dikutip di 
dalam buku karangan Zaki Baridwan (1985 : 2) yaitu merupakan suatu 
kesatuan yang terdiri dari bagian yang saling berhubunagn yang 
bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang – ulang (Mulyadi, 2001 : 6). 
2. Pengertian sistem akuntansi  
Sistem akuntansi dapat diartikan sebagai organisasi formulir, catatan 
dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001 : 3) 
Dari definisi sistem akuntansi tersebut, menurut Mulyadi  (2001 : 3 -
5) unsur –unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah sebagi berikut :  
a. Formulir 
  Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, 
karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organosasi 
direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering 
pula disebut dengan istillah media, karena formulir merupakan media 
untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 
catatan. 
b. Jurnal  
  Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 
untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan 
dan data laiannya. Dalam jurnal ini data keuangna untuk pertama 
kalinya diklasifikasikan menurut penggolongannya yang sesuai 
dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 
Dalam jurnal ini terdapat pula kegiatan peringkasan data, yang hasil 
peringkasanya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di- 
posting ke rekening yang bersangakutan dalam buku besar. 
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c. Buku besar 
  Buku besar terdiri dari rekening – rekening yang digunakan 
untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 
jurnal. Rekening – rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai 
dengan unsur – unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 
keuangan. 
d. Buku pembantu 
  Buku pembantu ini terdiri dari rekening – rekening pembantu 
yang merinci data keuanagna yang tercantum dalam rekening tertentu 
dalam buku besar. 
3. Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi 
Menurut Mulyadi (2001 : 19), tujuan umum pengembangan sistem 
akuntansi adalah sebagai berikut : 
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 
b. Untuk memeperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 
sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 
struktur informasinya. 
c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 
yaitu untuk memperbaiki tingkat kendalan informasi akuntansi dan 
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban 
dan perlindungan kekayaan perusahaan. 
d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi. 
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4. Pengertian Kredit  
Dalam kehidupan sehari – hari, kata kredit bukan merupakan kata – 
kata yang asing bagi masyarakat Indonesia. Kata kredit dikenal 
masyarakat kota sampai masyarakat desa kata kredit bagi mereka sudah 
tidak asing lagi. Banyak dijumpai masyarakat yang melakukan 
perdagangan jual – beli barang secara kredit. Selain itu banyak 
masyarakat yang menerima kredit dari Bank maupun koperasi untuk 
kebutuhannya. Masyarakat menganggap kredit sebagai hutang. 
Kata ” kredit ” berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang artinya 
kepercayaan atau dalam bahasa latin creditum yang berarti kepercayaan 
akan kebenaran. Dengan kegiatan sehari – hari, pengertian kredit 
berkembang  lebih luas. 
Pengertian kredit menurut Simoranglir seperti yang dikutip oleh 
Budi Untung (2000 : 1) adalah pemberian prestasi dalam bentuk uang, 
barang dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada 
waktu yang akan datang. Kredit berfungsi kooperatif antara kreditur dan 
debitur. Mereka saling menarik keuntungan dan menanggung resiko. 
Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1993 : 10), kredit dapat 
disimpulkan sebagai berikut.  
a. Adanya suatu penyerahan uang atau barang yang menimbulkan 
tagihan tersebut pada pihak lain, dengan harapan terdapat tambahan 
nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai 
pendapatan. 
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b. Proses kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling 
mempercayai bahwa kreditur dan debitur akan mematuhi 
kewajibannya masing – masing. 
c. Dalam pemberian kredit terdapat kesepakatan pelunasan hutang dan 
bunga akan diselesaikan dalam jngka waktu tetentu yang telah 
disepakati. 
Peran kredit sangat penting di negara – negara yang sedang 
berkembang di sebabkan tingkat permintaan akan dana jauh lebih besar 
dari pada penawaran dana yang ada di masyarakat. Akibat selanjutnya 
bahwa pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen yang 
dominan dibanding dari pendapatan jasa lainnya. 
5. Unsur – unsur kredit  
Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan atas 
kepercayaan artinya bahwa lembaga kredit akan memberikan kredit jika 
benar – benar yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan 
pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat – 
syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, 
suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang 
diterimanya. Menurut Budi Untung (2000 : 2), terdapat 4 unsur kredit 
yang dijelaskan dalam gambar berikut. (Gambar 1.2) 
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 a. Kepercayaan  
Keyakinan dari pemberi kredit yang berkaitan baik dalam 
bentuk uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterima kembali 
dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 
b. Tenggang Waktu 
Tenggang waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 
dan kontraprestasi  yang akan diterima di masa yang akan datang.  
c. Resiko 
Tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya 
jangka waktu yang memisahakan antara pemberian prestasi dengan 
Kepercayaan  Waktu  
Risiko   Prestasi  
Unsur Kredit 
Gambar 1.2 
Unsur – unsur kredit 
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kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lam 
jangka waktu kredit yang diberikan semakin tinggi tingkat risikonya. 
Dengan adanya unsur risiko ini maka timbul jaminan dalam 
pemberian kredit.  
d. Prestasi atau objek 
Objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi 
juga dapat berbentuk barang atau jasa Kehidupan ekonomi modern 
sekarang didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang 
menyangkut uang lebih banyak dilakukan. 
6. Jenis – jenis Kredit 
Jenis – jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat 
dapat dilihat dari berbagai usaha menurut Suyatno (2003 : 25 – 29) kredit 
dapat dibedakan sebagai berikut : 
a. Kredit dilihat dari tujuannya 
1) Kredit Konsumtif 
Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. 
2) Kredit Produktif 
Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk memperlancar jalannya proses produksi. 
3) Kredit perdagangan 
Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan 
tujuan untuk membeli barang – barang dijual kembali. 
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b. Kredit dilihat dari jangka waktunya 
1) Kredit jangka pendek 
Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun. 
2) Kredit jangka menengah  
Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan oleh 
bank kepada debitur dengan jangka waktu antara satu sampai 
tiga tahun. 
3) Kredit jangka panjang 
Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan oleh 
bank kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. 
c. Kredit dilihat dari jaminannya 
1) Kredit tanpa jaminan 
Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur tanpa menggunakan jaminan. 
2) Kredit dengan jaminan 
Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan oleh 
bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan. 
d. Kredit dilihat dari penggunaanya 
1) Kredit Eksploitasi 
Kredit eksploitasi yaitu kredit berjangka waktu pendek 
yang oleh bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 
modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. 
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2) Kredit Investasi 
Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau jangka 
panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk 
melakukan investasi atau penanaman modal. 
7. Prinsip – prinsip kredit 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah 
dikenal adanya prinsip 5C atau juga ada yang menyebutnya 6C (Teguh 
Pudjo Mulyono, 1993 : 11). 5C atau 6C tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Character  
Suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang 
mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak 
bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat – sifat 
pribadi yg positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung 
jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya 
sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan 
usahanya. 
2. Capacity 
Yang dimaksud dengan capacity adalah suatu penilaian kepada 
calon peminjam mengenai kemampuan melunasi kewajiban – 
kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya dengan biaya 
kredit dari bank. 
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3. Capital 
Capital yaitu jumlah dana / modal sendiri yang dimiliki oleh 
calon peminjam kredit. jika calon peminjam mempunyai kekayaan 
lebih dari yang dipinjam maka pihak bank juga semakin percaya 
memperoleh kredit. 
4. Collateral 
Colleteral adalah barang – barang jaminan yang diserahkan oleh 
peminjam kredit sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. 
Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi 
kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan 
datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi. 
5. Condition of economy 
Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, 
ekonomi, budaya dan lain – lain yang mempengaruhi keadaan 
perekonomian pada suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinanya 
akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 
memperoleh kredit. Condition of economy sangat penting untuk 
mengetahui kredit yang diberikan perusahaan yang bergerak diluar 
negeri. Adapun maksud penilain lain terhadap condition of economy 
yaitu untuk mengetahui seajuh mana kondisi- kondisi yang 
mempengaruhi perekonomian suatu negara akan memberikan 
dampak positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap 
perusahaan yang memperoleh kredit. 
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6. Constraint 
Constraint adalah batasan – batasan atau hambatan – hambatan 
yang tidak memungkinkan seseorang melakukan kegiatan usahanya 
di suatu tempat. Masalah constraint agak sukar untuk dirumuskan 
karena ia tidak ada peraturan yang tertulis untuk itu dan masalahnya 
juga tidak dapat selalu diidentifikasi secara pisik permasalannya, 
serta lebih banyak menyagkut moral. 
8. Manfaat Kredit 
Terdapat berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap fasilitas perkreditan. Pihak yang 
mempunyai kepentingan langsung adalah pihak bank dan debitur. 
Sedangkan yang mempunyai kepentingan secara tidak langsung adalah 
pemerintah sebagai penguasa moneter dan masyarakat luas. Adapun 
manfaat kredit menurut Teguh Pudjo Mulyono (1993 : 53-65) sebagai 
berikut. 
a. Secara langsung  
1) Bagi bank 
a) Memperoleh pendapatan bunga kredit  
  Pihak bank yang bergerak di bidang perkreditan akan 
memperoleh pendapatan bunga dari fasilitas kredit yang 
diberikan kepada debitur. 
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b) Menjaga solvabilitas usaha 
  Sumber dana terbesar dari bank berasal dari kredit  
nasabah dan masyarakat umum. Para nasabah maupun 
masyarakat umum menginginkan di kemudian hari 
menerima dana tabungan dengan utuh ditambah dengan 
bunga. Oleh karena itu, pihak bank mengupayakan agar 
dana tersebut memberikan hasil melalui pemberian kredit. 
c) Mempertahankan dan mengembangkan usaha 
  Untuk tetap dapat mempertahankan dan mengembangkan 
usahanya, bank harus dapat memperoleh surplus dari usaha 
kredit. 
d) Membantu memasarkan jasa – jasa perbankan yang lain 
  Dalam pemberian kredit, pihak bank dapat menetapkan 
suatu persyaratan kepada debitur agar semua kegiatan 
keuangan yang ada harus disalurkan lewat bank yang 
bersangkutan, maka secara otomatis jasa – jasa lain seperti, 
transfer, wesel, clearing dapat dipasarkan. 
e) Merebut pasar dalam industri perbankan 
  Kegiatan kredit dapat digunakan untuk merebut 
nasabah bank lain yaitu pemberian kredit yang lebih besar 
jumlahnya dengan suku bunga yang rendah. 
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2) Bagi debitur 
a) Dengan fasilitas kredit, para debitur dapat memenuhi 
kebutuhan usahanya. 
b) Biaya untuk mendapatkan kredit relatif kecil 
c) Terdapat berbagai jenis kredit, sehingga dapat dipilih 
dana yang paling cocok sesuai kebutuhan debitur. 
d) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
debitur. 
b. Secara tidak langsung  
1) Bagi pemerintah 
a) Sebagai alat pemacu pertumbuhan ekonomi 
  Adanya kredit investasi dan kredit modal kerja dapat 
mendorong perkembangan ekonomi dengan lebih cepat. 
b) Sebagai alat untuk menciptakan lapangan pekerjaan  
  Dengan dana semua faktor produksi dapat dibeli. Hal 
tersebut akan menimbulkan kegiatan bisnis bagi pihak yang 
mempunyai faktor produksi tersebut membutuhkan tenaga 
kerja sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat. 
c) Penciptaan pasar 
  Perkreditan akan memperbesar volume konsumsi serta 
memperbesar pola konsumsinya, hal ini akan memberikan 
pengaruh terciptanya kegiatan pasar baru, dan kegiatan 
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pasar yang semakin luas akan meningkatkan volume 
perdaganagan di suatu kelompok ekonomi. 
d) Sebagai alat peningkatan dan pemerataan masyarakat 
  Dengan adanya lapangan kerja baru, maka pihak – 
pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut akan 
memperoleh penghasilan sehingga terdapat peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat. 
2) Bagi masyarakat  
a) Membuka kesempatan kerja 
 Dengan kelancaran proses kredit, maka akan timbul 
kegiatan bisnis baru sehingga dapat memebuka kesempatan 
kerja bagi masyarakat. 
b) Menambah pendapatan bagi yang memiliki profesi 
 Beberapa golongan yang memiliki profesi akan menikmati 
manfaat adanya kredit, seperti akuntan publik dalam 
memeriksa neraca dan laporan rugi laba debitur, notaris 
dalam pembuatan ikatan perjanjian kredit.  
c) Tabungan masyarakat terjamin 
  Dengan kredit, pemilik dana yang disimpan di bank atau 
koperasi akan mendapat jaminan bahwa uang tersebut akan 
diterima secara utuh beserta bunganya. 
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d) Lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan 
  Dengan kredit, masyarakat pengusaha dapat memperoleh 
faktor produksi dengan cepat, mudah dan dengan biaya 
yang murah. 
9. Kredit Bermasalah 
Nasabah yang mendapatkan kredit dari bank terkadang tidak dapat 
mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah disepakati atau 
dijanjikan. Pada kenyataannya ada sebagian nasabah yang karena suatu 
sebab tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjaman yang diterimanya. 
Kredit menjadi bermasalah atau dapat dikatakan macet akibat nasabah 
tidak dapat membayar lunas utangnya. Kredit macet adalah suatu 
keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit 
atau pinjaman tepat pada waktunya (Gatot Supramono, 1995 : 92)  
Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet menurut 
Gatot Supramono (1995 : 93) adalah sebagai berikut.  
a. Berasal dari nasabah 
1) Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya 
  Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit untuk 
pengankutan dipergunakan untuk pertanian yang mengakibatkan 
usaha nasabh gagal karena nasabah spekulatif. 
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2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya 
  Pemberian kredit pada nasabah yang kurang menguasai 
bidang usahanya, sehingga usahanya yang dibiayai dengan 
kredit tidak berjalan dengan baik. 
3) Nasabah beritikad tidak baik 
  Nasabah yang dengan segala daya dan upaya untuk 
mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima kredit tersebut 
digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
b. Berasal dari bank 
1) Kualitas pejabat bank 
  Tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang baik. 
Pejabat yang bekerja tidak profesional sulit untuk mendapatkan 
hasil kerja yang memadai. Terutama pada bagian kredit, pejabat 
yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit. 
2) Persaingan antar bank 
  Persaingan antar bank akan mempengaruhi bank untuk 
bertindak spekulatif dengan memberi fasilitas kredit yang 
mudah pada nasabah dan mengabaikan syarat – syarat 
pemberian kredit yang sehat. 
3) Pengawasan 
  Lemahnya pengawasan kredit akan mengakibatkan 
timbulnya kredit macet. 
35 
10. Standar Operasional Sistem Pemberian dan Pelunasan PD. BPR 
BKK Karangmalang Sragen. 
Berikut penulis sajikan sistem pemberian dan pelunasan kredit 
menurut Standar Operasional PD. BPR BKK Karangmalang Sragen : 
a. Fungsi Terkait  
1) Dewan Pengawas, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan 
kredit yang ada pada bank. 
2) Direktur, bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan 
otorisasi atas pemberian kredit. 
3) Bidang Pemasaran, bertanggung jawab atas penyusunan rencana 
perkreditan yang akan dituangkan dalam rencana kerja bank 
yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta 
memastikan bahwa pelaksanaanya telah sesuai dengan rencana. 
4) Bidang Kredit, bertanggung jawab atas pengelolaan produk/jasa 
perbankan.  
5) Bidang Operasional, bertanggung jawab untuk mengkoordinir, 
mengerahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan 
personil pada bagian Kas/Teller serta bagian accounting dan 
dalam pelaksanaanya bertanggung jawab langsung kepada 
Direktur. 
6)  Bagian Accounting, bertanggung jawab penuh atas kegiatan 
administrasi, pembukuan dan laporan maupun hal – hal lain 
yang menyangkut bagian dari pembukuan. 
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b. Dokumen yang digunakan 
1) Surat Aplikasi kredit  
Surat ini berisi data mengenai calon debitur yang akan 
mengajukan kredit. 
2) Surat Kuasa Pemilik Jaminan  
Surat ini berisi pernyataan pemegang hak atas jaminan yang 
diserahkan.  
3) Surat Perjanjian Kredit 
Surat yang berisi ketentuan yang mengukat nasabah untuk 
melunasi kewajiban pada jangka waktu yang telah ditentukan 
dan disepakati.  
4) Kartu pinjaman dan Kitir pinjaman 
Kartu pinjaman disismpan oleh bagian kredit sedangkan kitir 
pinjaman dipegang oleh, debitur. Kartu ini digunakan sebagai 
bukti catatan angsuran kredit yang telah dibayarkan ke bank. 
5) Slip Pencaiaran Kredit 
Dokumen ini digunakan sebagai bukti penegeluaran kas atas 
pencairan fasilitas kredit. 
6) Laporan pemeriksaan dan Analisis Kredit 
Lapoaran yang berisis tentang hasil dari survey ke lapangan dan 
dari analisis kredit yang dilakukan oleh Kabag. Kredit. 
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c. Catatan akuntansi 
1) Jurnal pengeluaran kas 
Catatan ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas 
berdasarkan slip/bukti transaksi. 
2) Mutasi Kas  
Catatan digunakan untuk mencatat perubahan kas atas realisasi 
kredit. 
3) Buku besar 
Digunakan untuk merekap semua bukti pengeluaran dan 
penerimaan kas bank. 
d. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem  
1) Prosedur Permohonan Pinjaman 
a) Calon debitur datang ke bank, meminta informasi syarat 
pengajuan kredit pada bagian kredit. 
b) Bagian kredit memberikan informasi syarat – syarat 
pengajuan kredit yang berupa Foto Copy KTP, Foto Copy 
Jaminan, Surat keterangan dari kepala desa setempat.  
c) Bagian kredit juga memberikan formulir permohonan kredit 
untuk diisi calon debitur. 
d) Calon debitur kembali ke bank untuk menyerahkan syarat – 
syarat yang diajukan bank serta telah mengisi formulir 
permohonan pinjaman. 
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2) Prosedur Analisa Kredit 
a) Bagian kredit menerima Aplikasi permohonan kredit dari 
calon debitur 
b) Bagian kredit melakukan survey lapangan calon debitur. 
c) Setelah melakukan survey lapangan Bagian Kredit membuat 
analisa kredit berdasarkan survey lapangan dan jaminan.  
d) Bagian kredit menyerahkan aplikasi permohonan kredit dan 
hasil analisa kredit kepada Pimpinan untuk memberikan 
keputusan pemberian kredit pada calon debitur. 
3) Prosedur Persetujuan Keputusan 
a) Pimpinan/Direksi menerima aplikasi permohonan kredit dan 
hasil analisa kredit dari bagian kredit. 
b) Pimpinan memberikan keputusan setelah di evaluasi dan di 
otorisasi. 
c) Jika disetujui Pimpinan/Direksi memberikan tanda tangan 
pada  kolom yang telah disediakan.  
d) Pimpinan/Direksi mengembalikan aplikasi dan hasil survey 
pada bagian kredit untuk direalisasi. 
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4) Prosedur Pencairan Kredit 
a) Bagian kredit menerima persetujuan kredit dari 
Pimpinan/Direksi. 
b) Bagian kredit menyiapkan dokumen – dokumen realisasi 
kredit. 
c) Seksi kasir melakukan pengeluaran kas untuk pencairan 
pinjaman kredit. 
5) Prosedur Pelunasan Kredit 
a) Prosedur penerimaan kas 
i. Debitur datang ke bank untuk melakukan pelunasan 
angsuran dan pengambilan jaminan. 
ii. Bagian Kredit memberikan Bukti Setoran Pinjaman 
yang telah diisi kepada debitur. 
iii. Debitur memberikan Bukti Setoran Pinjaman tersebut 
pada kasir saat pembayaran angsuran kredit. 
b) Prosedur Pencatatan penerimaan kas  
Bagian pembukuan mencatat ke dalam jurnal 
penerimaan kas berdasrkan bukti setoran pinjaman dari 
bagian kasir. 
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B. Analisis data dan Pembahasan 
1. Sistem Pemberian Kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang Sragen 
a. Fungsi yang terkait 
Fungsi – fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit pada 
PD. BPR BKK Karangmalang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Fungsi Kredit  
Fungsi kredit bertanggung jawab memberikan informasi 
pemberian kredit kepada calon debitur, serta bertanggung jawab 
untuk melakukan analisa kredit dan penyimpanan agunan dari 
debitur. Fungsi ini dijalankan oleh bagian kredit. 
2) Fungsi Penyimpanan 
Fungsi penyimpanan bertanggung jawab menyimpan agunan 
dari debitur yang melakukan pinjaman kredit. Fungsi ini dijalankan 
oleh bagian kredit, sedangkan fungsi penyimpanan yang dijalankan 
oleh kasir bertanggung jawab menyimpan penerimaan kas.  
3) Fungsi Kasir 
Fungsi kasir bertanggung jawab untuk penerimaan dan 
pengeluaran kas yang terkait dengan transaksi pemberian kredit. 
Fungsi ini dijalankan oleh bagian kasir. 
4) Fungsi Pencatatan 
Fungsi pencatatan bertanggung jawab untuk mencatat semua 
transaksi yang ada pada bank terutama yang berhubungan dengan 
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pemberian kredit tersebut. Fungsi ini dijalankan oleh bagian 
pembukuan. 
b. Dokumen yang digunakan 
Dokumen – dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian 
kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang sebagai berikut. 
1) Formulir Permohonan Pinjaman ( FPP ) 
Dokumen ini berisi tentang identitas calon debitur dan 
pernyataan tentang jaminan Formulir ini diisi oleh calon debitur 
serta mendapat pengesahan dari kepala desa di mana calon debitur 
bertempat tinggal. 
2) Formulir Analisa Permohonan Pinjaman (FAPP) 
Formulir tersebut diisi oleh Bagian Kredit melalui form analisa 
secara computerise. Formulir tersebut digunakan untuk mengatahui 
besarnya pinjaman. Di dalam form analisa tersebut, terdapat tiga 
otorisasi yaitu dari Pimpinan/Direktur, Bagian Pembukuan, dan 
Bagian Kredit yaitu Kepala Bagian Kredit. 
3) Surat  Perjanjian Kredit ( SPK ) 
Dokumen ini dilampirkan pada agunan yang dijaminkan 
dengan materai Rp 6000,-. Dokumen ini digunakan untuk 
memperkuat posisi PD. BPR BKK Karangmalang apabila terjadi 
kredit macet. Apabila pelaksanaan angsuran kredit dari calon 
debitur tidak lancar, pihak bank mempunyai wewenang untuk 
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menjual atau melelang agunan yang dijaminkan tersebut. Dokumen 
ini juga terlampir surat pernyataan kuasa menjual.  
4) Kartu pinjaman dan kitir pinjaman  
Kartu ini berisi tentang nama peminjam, besarnya angsuran, 
dan bunga yang dibayarkan.  
5) Kwitansi pencairan kredit 
Kwitansi digunakan sebagai tanda bukti pembayaran/realisasi 
kredit. Dalam pemberian kredit, kwitansi tersebut sebagai tanda 
terima uang dari bank.  
6) Slip  Pengeluaran Umum (SPU) 
Bukti ini berisi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada 
debitur, apabila debitur tersebut telah disetujui sebagai penerima 
kredit. 
7) Bukti Penerimaan Umum (BPU) 
Bukti ini berisi jumlah uang yang akan diterima oleh bank dari 
debitur, yang isinya mengenai pembayaran administrasi/provisi 
setelah debitur tersebut disetujui sebagai penerima kredit.  
8) Bukti penerimaan polis asuransi kredit 
Bukti penerimaan polis asuransi digunakan sebagai tanda bukti 
bank kepada pihak asuransi bahwa bank telah melakukan pencairan 
pinjaman untuk debitur.  
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c. Catatan akuntansi 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit pada 
PD. BPR BKK Karangmalang adalah sebagai berikut. 
1) Jurnal Umum  
Jurnal ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang ada 
pada bank. yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembuatan 
laporan keuangan. Jurnal ini dibuat oleh Bagian Pembukuan. 
2) Mutasi kas harian 
Catatan ini digunakan bagian kasir, untuk mencatat 
pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi. 
3) Buku kas harian 
Buku kas adalah buku yang berisi catatan penerimaan kas yang 
terjadi selama satu hari, buku ini dibuat oleh Bagian Kasir.  
4) Jurnal pengeluaran Kas 
Jurnal pengeluaran kas adalah catatan yang berisi total 
pengeluaran kas selama satu hari. Catatan ini dibuat oleh Bagian 
Pembukuan. 
5) Buku Besar 
Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat 
jumlah penerimaan kas yang sudah direkap dari jurnal penerimaan 
kas. Buku besar ini dibuat oleh Bagian Pembukuan. 
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d. Jaringan Prosedur Pemberian Kredit yang Membentuk Sistem 
1) Prosedur permohonan kredit 
a) Calon debitur datang ke bank untuk meminta informasi tentang 
permohonan pinjaman beserta syarat – syarat pinjaman kepada 
Bagian Kredit. 
b) Calon debitur menerima Formulir Permohonan Kredit (FPK) 
dari Bagian Kredit untuk disi debitur untuk jenis kredit umum 
persyaratan yang harus dipenuhi yaitu foto copy KTP, foto 
copy kartu keluarga, foto copy BPKB ( jaminan kendaraan ) 
atau sertifikat tanah ( jaminan tanah ). 
c) Setelah FPK dan syarat – syarat dokumen telah dilengkapi 
calon debitur kemudian diserahkan kepada Bagian Kredit, 
Bagian Kredit memberikan tanggal dan menganalisa kredit 
yang diajukan untuk dievaluasi.  
2) Prosedur analisa pemberian kredit 
a) Bagian kredit melakukan survey ke lapangan untuk mengecek 
kondisi usaha calon debitur. 
b) Bagian kredit menyerahkan hasil analisa permohonan kredit 
beserta dokumen syarat – syarat permohonan kredit kepada 
pimpinan/direktur untuk dilakukan penilaian terhadap 
kelayakan calon debitur yang akan menerima pinjaman kredit. 
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3) Prosedur persetujuan kredit 
a) Apabila Pimpinan/Direktur dalam penilaian kelayakan tersebut 
permohonan calon debitur diterima, bagian kredit perlu 
mengisi dokumen – dokumen antara lain : Kartu pinjaman, 
Kitir pinjaman, Bukti Penerimaan Umum (BPU) rangkap 2, 
lembar 1 untuk Kasir, dan yang lembar 2 untuk Bagian Kredit, 
serta Slip Pengeluaran Umum (SPU) diberikan pada Bagian 
Pembukuan. Sedangkan untuk Polis Asuransi Kredit rangkap 
3, lembar 1 untuk debitur, lembar 2 untuk Bagian Kredit, 
lembar 3 untuk Perusahaan Asuransi yang ditunjuk bank. 
Untuk Kwitansi Pencairan Kredit rangakp 3, lembar 1 
diberikan pada Bagian Pembukuan, lembar 2 diberikan pada 
debitur, lembar 3 diberikan pada Bagian Kredit. Bagian Kredit 
memberikan tanggal saat pengisian dokumen.  
b) Bagian Kredit juga membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) 
Kredit bernomor urut yang akan ditandatangani oleh calon 
debitur dan diotorisasi oleh Kabag Operasional. Kemudian 
FPK dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) diarsip oleh Bagian 
Kredit.  
4) Prosedur pencairan kredit 
a) Bagian kasir menerima Bukti Penerimaan Umum (BPU) 
lembar 1 dan SPU dari Bagian Kredit. 
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b) Bagian Kasir mencairkan kredit kepada debitur sedangkan 
untuk SPU diberikan oleh bagian pembukuan untuk dicatat. 
c) Bagian pembukuan menerima dokumen bukti penerimaan 
umum lembar 1 (BPU) dan Slip Pengeluaran Umum ( SPU) 
dari bagian kasir. 
d) Bagian Pembukuan mencatat dalam jurnal pengeluaran kas 
berdasarkan dokumen dan mengarsip sesuai urutan nomor. 
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Gambar 2.1 Bagan Alir Prosedur Pencairan Kredit Pada PD. BPR BKK 
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2. Sistem Pelunasan Kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang Sragen 
a. Fungsi yang terkait 
Fungsi – fungsi yang terkait dalam sistem pelunasan kredit pada 
PD. BPR BKK Karangmalang dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Fungsi Kredit  
Fungsi kredit bertanggung jawab memberikan pengesahan 
terhadap kredit yang sudah lunas sehingga kewajiban angsuran dari 
debitur telah selesai. Fungsi ini dijalankan oleh Bagian Kredit. 
2) Fungsi Penyimpanan 
Fungsi penyimpanan pada bagian kredit bertanggung jawab 
menyimpan agunan dan memberikan agunan pada debitur yang 
telah melakukan pelunasan kredit. 
3) Fungsi Kasir 
Fungsi kasir bertanggung jawab untuk penerimaan dan 
pengeluaran kas yang terkait dengan transaksi pelunasan kredit. 
Fungsi ini dijalankan oleh Bagian Kasir. 
4) Fungsi Pencatatan 
Fungsi pencatatan bertanggung jawab untuk mencatat semua 
transaksi yang ada pada bank terutama yang berhubungan dengan 
pelunasan kredit tersebut. Fungsi ini dijalankan oleh Bagian 
Pembukuan. 
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b. Dokumen yang digunakan 
Dokumen – dokumen yang digunakan dalam sistem pelunasan 
kredit pada PD. BPR BKK Karangmalang sebagai berikut. 
1) Kartu pinjaman dan kitir pinjaman  
Kartu pinjaman digunakan Bagian Kredit untuk mencatat 
pembayaran/pelunasan angsuran dari debitur. Sedangkan kitir 
pinjaman, untuk mencatat pembayaran angsuran dari debitur dan 
dikembalikan kepada debitur. 
2) Bukti Setoran Pinjaman (BSP) 
Bukti ini digunakan debitur sebagai bukti untuk melakukan 
angsuran pinjaman. 
c. Catatan akuntansi 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam pelunasan kredit pada 
PD. BPR BKK Karangmalang adalah sebagai berikut. 
1) Mutasi kas harian 
Catatan ini digunakan Bagian Kasir untuk mencatat 
pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi. 
2) Buku kas harian 
Buku kas adalah buku yang berisi catatan penerimaan kas yang 
terjadi selama satu hari, buku ini dibuat oleh Bagian Kasir.  
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3) Jurnal Penerimaan Kas 
Jurnal penerimaan kas adalah catatan yang berisi total 
penerimaan kas selama satu hari. Jurnal penerimaan kas dibuat oleh 
Bagian Pembukuan. 
4) Buku Besar 
Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mencatat 
jumlah penerimaan kas yang sudah direkap dari jurnal penerimaan 
kas. Buku besar ini dibuat oleh Bagian Pembukuan. 
d. Jaringan prosedur pelunasan kredit yang Membentuk Sistem 
1) Prosedur Penerimaan Angsuran 
a) Debitur datang ke bank kemudian debitur ke Bagian Kredit 
untuk memberikan kitir pinjaman sebagai bukti angsuran 
kredit. 
b) Bagian kredit mengisi kitir pinjaman dan membuatkan Bukti 
Setoran Pinjaman (BSP) rangkap 3 yang telah ditandatangani 
bagian kredit kemudian menyerahkan pada debitur untuk 
proses pembayaran pada bagian kasir. 
c) Bagian Kasir menerima uang dan BSP rangkap 3 dari debitur. 
Setelah penerimaan uang, BSP ditandatangani oleh Bagian 
Kasir. 
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d) Bagian Kasir mengembalikan BSP lembar 1 pada debitur, 
lembar 2 untuk Bagian Kredit dan lembar 3 disimpan oleh 
kasir. 
e) Bagian Kasir menginput ke computer berdasarkan Bukti 
Setoran Pinjaman (BSP) lembar 3 kemudian menyerahkan 
BSP lembar 3 ke bagian pembukuan. 
2) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 
a) Setelah pembayaran dan proses pencatatan selesai Bagian 
Kasir kemudian Bagian Kredit menginput data dan 
memberikan jamianan kredit kepada debitur. 
b) Bagian Pembukuan kemudian mencatat ke dalam jurnal 
penerimaan kas berdasarkan BSP lembar 3. Kemudian 
mengarsipnya berdasarkan urut nomor. 
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Gambar 2.2 Bagan Alir Prosedur Pelunasan Kredit Pada PD. BPR BKK 
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Gambar 2.2 Bagan Alir Prosedur Pelunasan Kredit Pada PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen (Lanjutan) 
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Gambar 2.2 Bagan Alir Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas Pada PD. 
BPR BKK Karangmalang Sragen (Lanjutan) 
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C. Evaluasi Sistem Pemberian dan Pelunasan Kredit pada PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen 
Berikut ini adalah evaluasi terhadap Standar Operasional Sistem 
Pemberian dan Pelunasan kredit PD. BPR BKK Karangmalang Sragen 
dengan membandingkan kegiatan pelaksanaan di PD. BPR BKK 
Karangmalang Sragen : 
1. Fungsi Terkait  
Dalam prosedur pemberian dan pelunasan kredit terdapat pemisahan 
fungsi yaitu fungsi kredit, penyimpanan, kasir dan pencatatan pada PD. 
BPR BKK Karangmalang Sragen sehingga setiap fungsi tidak diberikan 
wewenang untuk menjalankan kegiatan dari awal sampai akhir.  
Tetapi masih ada fungsi kredit yang menerima uang angsuran 
pinjaman dari debitur untuk diserahkan pada fungsi kasir. Hal tersebut 
merupakan kesalahan mengingat masing – masing fungsi telah 
mempunyai tugas dan wewenang tersendiri. Fungsi kasir merupakan 
fungsi penerimaan kas dan fungsi kredit merupakan fungsi pencatatan. 
Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kecurangan dalam 
pembayaran angsuran pinjaman. 
2. Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam pemberian dan pelunasan kredit 
telah bernomor urut, sehingga dalam pencocokan data apabila terjadi 
kesalahan data dapat dicari kebenarannya. Semua dokumen yang 
digunakan telah dibuat rangkap, sehingga setiap bagian mempunyai arsip 
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tersendiri dan dapat dilakukan internal cek bila terjadi kesalahan data 
serta efisiensi pencatatan. 
Tetapi pada dokumen yaitu pemberian nomor urut yang belum 
tercetak pada setiap dokumen yang digunakan dapat mengakibatkan 
penyalahgunaan dokumen oleh pejabat bank yang terkait. 
3. Catatan Akuntansi 
Penggunaan Catatan Akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi 
yang terjadi. Catatan akuntansi yang digunakan oleh PD. BPR BKK 
Karangmalang  telah cukup memadai antara lain : Jurnal Umum, Jurnal 
Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran kas dan Buku Besar dibuat oleh 
bagian pembukuan, sedangkan Buku Kas Harian dibuat oleh kasir. 
4. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 
Jaringan proses pemberian dan pelunasan kredit dibuat untuk 
memudahkan semua pihak. Jaringan prosedur merupakan rangkaian 
proses dalam pemberian sampai dengan pelunasan kredit. 
Prosedur pemberian dan pelunasan kredit telah dilaksanakan oleh 
bank dengan melakukan pembagian tugas yang telah disesuaikan dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing – masing unit yang terkait dalam 
kegiatan pemberian dan pelunasan kredit. 
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Dalam prosedur analisa pemberian kredit tidak dilakukan pengecekan 
jaminan yang diberikan calon debitur, pada BPKB (jaminan kendaraan 
bermotor) calon debitur terkadang bukan pemilik aslinya, tetapi BPKB 
tersebut tetap dijaminkan untuk mengajukan permohonan kredit. Hal 
tersebut sewaktu – waktu dapat merugikan bank jika pemilik asli BPKB 
datang ke bank dan meminta jaminan tersebut.   
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BAB III 
TEMUAN 
 
Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Sistem Pemberian dan 
Pelunasan pada PD. BPR BKK Karangmalang Sragen, maka dapat dikemukakan 
beberapa kelebihan dan kelemahan oleh penulis, antara lain sebagai berikut: 
A. KELEBIHAN  
1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memisahkan secara tegas 
masing – masing bagian dalam hal pembagian tugas, kedudukan, 
wewenang dan tanggung jawabnya. 
2. Penggunaan dokumen yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan dan diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 
3. Setiap tahapan transaksi pemberian dan pelunasan kredit melibatkan lebih 
dari satu bagian sesuai tanggung jawab masing – masing. 
B. KELEMAHAN 
1. Pemberian nomor urut yang belum tercetak pada setiap dokumen yang 
digunakan dapat mengakibatkan penyalahgunaan dokumen oleh pejabat 
bank terkait. 
2. Bagian kredit terkadang masih menerima uang angsuran pinjaman dari 
debitur untuk diserahakan pada fungsi kasir.  
3. Bagian kredit dalam prosedur analisa kredit terkadang tidak dilakukan 
pengecekan jaminan yang diberikan calon debitur. Sehingga masih 
terdapat jaminan yang bukan milik calon debitur. 
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 BAB IV 
PENUTUP 
 
Berdasarkan kelemahan dan kelebihan sistem pemberian dan pelunasan 
kredit umum pada PD. BPR BKK Karangmalang Sragen yang telah diuraikan 
pada BAB III, dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut. 
A. KESIMPULAN 
PD. BPR BKK Karangmalang Sragen adalah Lembaga Keuangan yang 
bergerak dalam bidang Perbankkan dengan kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dalam kegiatanya tidak jarang 
terjadi masalah dalam penarikan kembali dana yang disalurkan ke masyarakat 
dalam bentuk kredit. Tapi dengan diterapkan sistem yang baik dalam proses 
pemberian kredit PD. BPR BKK Karangmalang Sragen dapat meminimalisasi 
adanya resiko kegagalan kredit yang pada akhirnya dapat memastikan usaha 
bank tersebut. Untuk menghindari adanya kegagalan kredit maka PD. BPR 
BKK Karangmalang Sragen memperbaiki dan melakukan penyempurnaan 
sistem. 
PD. BPR BKK Karangmalang Sragen dalam menggunakan prosedur 
pemberian dan pelunasan kredit telah ditangani sesuai prosedur kerja 
perkreditan, yaitu mulai dari calon debitur mengajukan permohonan kredit, 
sampai dengan pelunasan kredit. Tetapi sistem pemberian kredit pada calon 
debitur masih terdapat beberapa kelemahan yaitu terdapat pada Bagian Kredit 
64 
yang menjalankan tugas yang bukan menjadi wewenangnya, dan pada saat 
prosedur analisa kredit bagian kredit tidak melakukan pengecekan 
kepemilikan agunan. Sehingga masih ada calon debitur yang bukan pemilik 
asli jaminan yang dijaminkan. 
B. SARAN 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pemberian dan 
pelunasan pada PD. BPR BKK Karangmlang Sragen, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Sebaiknya ada pemisahan fungsi yang tegas antara fungsi kredit dengan 
fungsi kasir agar tidak terjadi kecurangan atau penyelewengan. 
2. Selektif dalam memilih calon debitur, dengan penilaian kredit yang sudah 
mempertimbangkan kelayakan kredit. Selektif dalam memilih calon 
debitur juga dapat mengurangi tingkat kredit macet. Hal ini menjadi 
tanggungjawab fungsi kredit agar lebih telti dan berhati – hati dalam 
memberi keputusan pemberian kredit. 
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